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ABSTRAK 

 

NAMA :   Lolita Dian Mayangsari 

PROGRAM STUDI :   Ilmu Administrasi Negara 

JUDUL :  Pengaruh Pemberian Remunerasi terhadap Kinerja 

Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Sumatera Barat 

 

Pemberian Remunerasi merupakan salah satu pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh pemberian 

remunerasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Sumatera Barat? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

pengaruh pemberian remunerasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sumatera Barat yaitu sebanyak 124 orang. Teknik sampling 

dengan menggunakan Stratified Sampling, dan perhitungan sampel menggunakan 

rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 95 orang. Analisis data 

menggunakan regresi linier sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remunerasi kepada 

pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai Adjusted R Square yang dihasilkan sebesar 0,463. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil uji Hipotesis yang dilakukan 

membuktikan adanya pengaruh pemberian remunerasi terhadap kinerja pegawai. 

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah agar 

pemberian  remunerasi diberikan berdasarkan azas adil, serta layak dan wajar.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi 

birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah 

strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil 

guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. 

(PERMENPAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008). 

 Perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan “good governance”, tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan 

baik dan efektif tanpa kesejahteraan yang layak dari sumber daya manusia atau 

biasa disebut dengan pegawai negeri sipil (PNS), karena PNS menjadi komponen 

penting dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi yang menjalankan roda 

pemerintahan. 

 Dengan kesejahteraan yang didapatkan oleh pegawai, maka pegawai 

tersebut akan dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan 

tugasnya. Penjaminan kesejahteraan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah 

agar terdapat hubungan saling menguntungkan antara pegawai dengan instansi 

tempat mereka bekerja sehingga tercapai profesionalisme kinerja karena
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kesejahteraan pegawai merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kinerja pegawai.  

 Pegawai akan merasa terjamin kesejahteraannya jika seluruh 

kebutuhannya dapat terpenuhi, termasuk juga kebutuhan ekonomi (financial), 

yang dalam hal ini diwujudkan pada sistem penggajian pegawai. Dalam pasal 79 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  dinyatakan 

bahwa: (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil kepada PNS serta 

menjamin kesejahteraan PNS; (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. 

Dalam pasal 80 dinyatakan bahwa: (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas; (2) Tunjangan sebagaimana 

dimaksud pasal 1 meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan; (3) 

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan sesuai 

pancapaian kinerja; (4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud ada ayat 2 

dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang 

berlaku di daerah masing-masing.  

 Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 tahun 2011, 

tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarannya 

didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. Tunjangan 

kinerja dalam reformasi birokrasi merupakan bentuk reward dari pemerintah 

terhadap prestasi atau kerja keras suatu instansi dalam melaksanakan reformasi 

birokrasi yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kinerjanya masing-

masing. 
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 Sejalan dengan penjelasan diatas, Malayu S.P. Hasibuan (2011: 

122) menjelaskan bahwa program kompensasi (balas jasa) harus ditetapkan atas: 

(1) Azas adil, yaitu besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap pegawai 

harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, 

tanggung jawab, jabatan pekerja dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. 

Jadi adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang 

sama besarnya; (2) Azas layak dan Wajar, yaitu kompensasi yang diterima 

pegawai harus dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. 

Besarannya juga harus mengacu pada konsistensi eksternal yang berlaku.  

 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, 

merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI di 

provinsi Sumatera Barat yang mulai menerapkan sistem tunjangan kinerja pada 

bulan Januari tahun 2011. Berdasarkan konsep kebijakan pemberian tunjangan 

kinerja tersebut, untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah 

ditetapkan peringkat jabatan yang dihargai dengan remunerasi (tunjangan) sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 

Tunjangan Kinerja Pegawai  

Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  

No Kelas jabatan 
Tunjangan kinerja 

Per kelas jabatan 

1 2 3 

1 17 Rp. 27.577.500,00 

2 16 Rp. 24.405.000,00 

3 15 Rp. 15.997.500,00 

4 14 Rp. 14.160.000,00 

5 13 Rp.   9.277.500,00 

6 12 Rp.   8.210.250,00 

7 11 Rp.   7.020.000,00 

8 10 Rp.   5.197.500,00 

9 9 Rp.   4.522.500,00 

10 8 Rp.   3.930.000,00 

11 7 Rp.   3.277.500,00 

12 6 Rp.   2.850.000,00 

13 5 Rp.   2.531.250,00 

14 4 Rp.   2.365.500,00 

15 3 Rp.   2.211.000,00 

16 2 Rp.   2.066.250,00 

17 1 Rp.   1.931.250,00 

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2014 

 Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pemerintah berperan 

dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM. 

Sebagai lembaga pemerintah yang membidangi pembangunan di bidang hukum 

dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan salah satu 

program prioritas pembangunan yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 

dengan sasaran strategi yaitu: Peningkatan efektivitas peraturan perundang-

undangan; Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; Peningkatan 

penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM; Peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; Peningkatan kualitas pelayanan 
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publik; Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan Pemantapan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi. (http://www.kemenkumham.go.id) 

 Pelaksanaan sistem tunjangan kinerja merupakan bentuk pelaksanaan 

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Komponen 

penentu besaran Tunjangan Kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 terdiri atas: 

a. Target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP); 

b. Kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Hukum 

dan HAM serta cuti yang akan dilaksanakan oleh Pegawai. 

 SKP terdiri dari Kegiatan Tugas Jabatan, Angka Kredit dan Target. 

Penyusunan SKP ini terdiri dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan/ atau biaya. 

Sedangkan untuk kehadiran pegawai menurut hari dan Jam Kerja dilihat dari hadir 

atau tidaknya pegawai, jam masuk kerja pegawai, jam pulang, dan/atau 

kedisiplinan pegawai pada jam kerja. Bentuk format SKP dapat dilihat pada 

lampiran 6. 

 Menurut Sadili (2006), salah satu tujuan pemberian kompensasi atau 

remunerasi adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pemberian 

kompensasi yang semakin baik akan dapat mendorong pegawai bekerja lebih 

produktif. 

 Aldri Frinaldi (2011) menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah 

tentunya mempunyai pedoman di lingkungannya agar produktivitas maupun 

kinerja PNS dapat dicapai secara optimal. Apabila pedoman itu tidak dipahami 

dan diterapkannya dalam bekerja dapat menyebabkan rendahnya kinerja PNS, 

http://www.kemenkumham.go.id/
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meskipun Pemerintah telah melakukan perbaikan kenaikan gaji PNS, menaikkan 

tunjangan struktural dan fungsional, dan remunerasi. 

 Menurut Robbins (2006:260) Kinerja pegawai dapat diukur dari:  

(1) kualitas kerja, yaitu tingkat kesempurnaan tugas yang dihasilkan pegawai,  

(2) kuantitas kerja, yaitu seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan pegawai 

sesuai dengan waktu kerja yang ada, 3) Ketepatan Waktu, merupakan tingkat 

kesesuaian penyelesaian tugas dengan target waktu yang direncanakan, 4) 

Efektivitas, Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari 

setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

 Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja pegawai, dalam rangka 

peningkatan dan pengembangan mutu serta kualitas pegawai guna mewujudkan 

sumber daya manusia yang berkompeten adalah dengan pemberian remunerasi 

dengan azas adil, dan azas layak dan wajar. Apabila kompetensi pegawai bagus, 

diikuti dengan penghasilan yang bagus diharapkan akan dapat meningkatkan 

kinerja pegawai yang nantinya berimbas pada intansi dan pegawai itu sendiri. 

  Namun, pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi berdasarkan 

komponen yang telah ditetapkan, belum terlaksana dengan maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yaitu Bapak Anhar 

Putra.S.Kom selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada hari 

Senin, 5 Januari 2015, diperoleh keterangan sebagai berikut. 
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“Pemberian remunerasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

 HAM Sumatera Barat lebih menitikberatkan pada pertimbangan absensi 

 dan kelas jabatan yang dimiliki oleh seorang pegawai. Sedangkan 

 tunjangan kinerja atau remunerasi harus didasari oleh kinerja pegawai itu 

 sendiri yang dapat dilihat dari tupoksi dan beban kerja masing-masing 

 pegawai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemberian remunerasi 

 berdasarkan pada tupoksi dan beban kerja pegawai ini belum terlaksana 

 dengan maksimal sehingga pegawai dapat memperoleh remunerasi sama 

 besar meskipun kinerjanya berbeda.” 

 Pernyataan diatas juga didukung oleh pendapat Ibu Adek Putri, S.Kom 

selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan yang menyatakan bahwa 

“dalam Permenkumham RI No. 22 Tahun 2014 disebutkan bahwa besaran 

remunerasi atau tunjangan kinerja ditentukan oleh capaian SKP dan 

kehadiran pegawai, namun SKP hanya menjadi formalitas sehingga 

besaran remunerasi yang diterima pegawai ditentukan berdasarkan kelas 

jabatan masing-masing pegawai dan tingkat kehadiran pegawai. Oleh 

karena itu pegawai dengan golongan yang sama mendapatkan remunerasi 

yang sama meskipun beban kerjanya berbeda”. 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai berdasarkan kelas jabatan hanya 

ditentukan oleh kehadiran saja, karena selama ini SKP hanya menjadi formalitas 

dan tidak dihitung sebagai faktor pengurang nominal remunerasi. Sedangkan 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2014 dijelaskan bahwa komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan kehadiran menurut hari dan jam kerja di 

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta cuti yang akan dilaksanakan 

oleh Pegawai. Dengan demikian pegawai merasa adanya ketidakadilan dalam 

pemberian remunerasi selama ini.  

Dalam Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2014 dijelaskan bahwa 

Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian 
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Hukum Dan Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.   

Pemberian remunerasi yang hanya ditentukan oleh kehadiran ini dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai karena tunjangan kinerja atau remunerasi yang 

diterima tidak sesuai dengan kinerjanya, sedangkan tunjangan kinerja harus 

dibayarkan secara adil berdasarkan capaian kerja masing-masing pegawai. Selain 

itu pemberian remunerasi harus berdasarkan azas layak dan wajar karena 

remunerasi idealnya memang ditujukan untuk mensejahterakan pegawai guna 

meningkatkan kinerja pegawai karena pegawai sangat menentukan langkah gerak 

instansi tempat mereka bekerja.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

meneliti tentang “Pengaruh Pemberian Remunerasi terhadap Kinerja 

Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera 

Barat”. 

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarakan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang dapat 

diidentifikasi yaitu sebagai berikut. 

1) Pemberian remunerasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Sumatera Barat hanya menitikberatkan pada pertimbangan absensi 

dan jabatan yang dimiliki oleh pegawai. 
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2) Pemberian remunerasi berdasarkan pada tupoksi dan beban kerja pegawai 

belum terlaksana dengan maksimal. 

3) Pegawai dapat memperoleh remunerasi sama besar meskipun beban 

kerjanya berbeda. 

4) Target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP 

belum terlaksana dengan maksimal. 

2. Pembatasan Masalah 

 Pada penelitian ini, masalah dibatasi dan difokuskan pada pengaruh 

pemberian remunerasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sumatera Barat.  

3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dirumuskan masalah dalam 

bentuk pertanyaan berikut. Apakah terdapat pengaruh pemberian remunerasi 

terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Sumatera Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan pengaruh pemberian remunerasi terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

dan HAM Sumatera Barat. 
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2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya mata kuliah 

Administrasi Kepegawaian dan sebagai bahan tambahan informasi bagi 

peneliti lain yang membutuhkan informasi tentang pengaruh pemberian 

remunerasi terhadap kinerja pegawai. 
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BAB II 

KAJIAN PERPUSTAKAAN 

 

A. Kajian Teoritis   

1. Remunerasi  

a. Pengertian Remunerasi 

Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan 

bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam 

Undang-Undang yang sama pasal 21 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disingkat PNS berhak memperoleh: a) gaji, tunjangan, dan fasilitas, b) 

cuti, c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua, d) perlindungan, dan e) 

pengembangan kompetensi.  

Dalam melaksanakan suatu tugas, pegawai mendapatkan imbalan hasil 

kerja berupa financial yaitu berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya. Mitfah 

Thoha (2014:63) menjelaskan bahwa selain gaji, pegawai juga mendapatkan 

tunjangan-tunjangan. Tunjangan merupakan bagian dari kompensasi financial 

langsung yang diberikan kepada PNS. Dalam Bab IV Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977, di samping gaji pokok kepada PNS diberikan tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjangan lain-lain. 

Dalam Mitfah Thoha (2014:66) dijelaskan bahwa: 

1) Tunjangan keluarga adalah kompensasi yang diberikan kepada istri atau 

suami dan anak atau anak angkat PNS. Tunjangan ini diatur dalam pasal
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16 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa 

kepada PNS yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri atau suami 

sebesar 10 persen dari gaji pokok. Disamping tunjangan istri/suami kepada 

PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 

tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan 

nyata menjadi tanggunan, diberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari 

gaji pokok tiap-tiap anak setiap bulan. Tunjangan bagi anak atau anak 

angkat yang diberikan tersebut dapat diperpanjang sampai 25 tahun 

apabila anak tersebut masih sekolah. 

2) Tunjangan pangan adalah kompensasi yang diberikan kepada istri atau 

suami dan anak PNS dan calon PNS. Tunjangan bagi istri/suami PNS 

ditetapkan sebesar 10 kilogram beras. 

3) Tunjangan jabatan adalah kompensasi yang diberikan kepada PNS yang 

menjabat jabatan tertentu. Tunjangan jabatan terdiri dari tunjangan jabatan 

struktural dan fungsional. 

Tunjangan lain selain tunjangan diatas yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja diberikan dalam jumlah berbeda-beda 

untuk setiap unit kementerian maupun non kementerian. Bahkan ada sebagian 

kementerian yang belum medapatkan tunjangan ini. Tunjangan kinerja ini dikenal 

dengan istilah remunerasi.  

Remunerasi berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia artinya imbalan atau 

gaji. Dalam konteks Reformasi Birokrasi, pengertian remunerasi adalah penataan 

kembali sistem penggajian yang dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja. 
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Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 tahun 2011, 

remunerasi yang lebih popular disebut sebagai tunjangan kinerja adalah tunjangan 

yang diberikan kepada PNS yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi 

jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. Tunjangan kinerja dalam reformasi 

birokrasi merupakan bentuk reward dari pemerintah terhadap prestasi atau kerja 

keras suatu instansi dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang diberikan 

kepada pegawai sesuai dengan kinerjanya masing-masing. 

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 22 Tahun 2014 

Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan 

Kementerian Hukum Dan HAM,  Tunjangan Kinerja merupakan tunjangan yang 

diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang 

pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran 7. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006, remunerasi 

diartikan sebagai bentuk imbalan atau balas jasa kepada pegawai berupa gaji, 

honorarium, tunjangan, insentif, bonus,  pesangon, dan pensiun. Berkaitan dengan 

pengertian diatas, dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 

tahun 2011, remunerasi yang lebih popular disebut sebagai tunjangan kinerja 

merupakan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian  prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil. 
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Wahyudi Kumorotomo (2011) menjelaskan Kebijakan penggajian dan 

pemberian tunjangan kepada para PNS di Indonesia secara umum masih 

menggunakan paradigma konvensional karena masih menggunakan prinsip 

tunjangan jabatan (pay as entitlement) dan bukan tunjangan kinerja (pay-for-

performance). Untuk meningkatkan kinerja jajaran pemerintah baik di Pusat 

maupun di Daerah, diperlukan banyak terobosan yang semestinya lebih 

mendasarkan pada konsep tunjangan kinerja. Di tingkat daerah sekarang ini 

terdapat beberapa inisiatif untuk menggunakan sistem TKD, namun  TKD yang 

diberikan masih terpengaruh oleh paradigma lama yang melekatkan tunjangan 

kepada jabatan struktural dengan indikator utama pada tingkat kehadiran pegawai. 

Berbeda dengan remunerasi, yang mana besarannya ditentukan oleh capaian 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP).  

Achmad Rucky (2006:9) mengemukakan bahwa istilah imbalan dalam 

Bahasa Indonesia digunakan istilah kompensasi. Berbagai buku Management 

SDM yang banyak beredar di Indonesia terutama buku yang berasal dari 

terjemahan Amerika menggunakan istilah kompensasi untuk mengungkapkan 

istilah remunerasi. Bangsa Inggris maupun Organisasi Buruh Internasional 

(International Labour Organization/ ILO) menyebutnya Remuneration.  

Menurut Nawawi (2005), kompensasi atau remunerasi merupakan 

penghargaan atau imbalan pada pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam 

mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja. Sejalan dengan 

pengertian diatas, Notoatmodjo (2003) mengungkapkan bahwa kompensasi atau 

remunerasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa 
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untuk kerja mereka, sebagai imbalan atau kompensasi setelah mereka 

menjalankan kewajibannya. 

 Tokoh-tokoh diatas mengemukakan pendapat yang hampir sama satu 

dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa remunerasi atau kompensasi 

merupakan segala sesuatu yang diperoleh seseorang sebagai balas jasa atas usaha 

dan kinerja yang mereka lakukan terhadap instansi atau perusahaan tempat 

mereka bekerja. 

b. Tujuan Remunerasi  

 Kompensasi atau remunerasi dapat diberikan dengan berbagai tujuan. 

Mahmudi (2010:175) mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utama kompensasi 

atau remunerasi pada dasarnya adalah untuk memotivasi pegawai agar mencapai 

prestasi yang terbaik. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas–tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan, 

2008:94). 

Selain untuk mencapai prestasi kerja yang baik, remunerasi juga bertujuan 

untuk memberikan kesejahteraan pada pegawai. Kesejahteraan pegawai 

merupakan alasan utama pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi. Malayu 

S.P. Hasibuan (2003:183) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah balas jasa 

lengkap (materi dan non materi) yang diberikan oleh pihak perusahaan 

berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki 

kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitasnya meningkat. Sejalan 

dengan pendapat diatas, Burhannudin (1995: 298) juga memberikan pendapat 
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bahwa kesejahteraan adalah pelayanan sosial yang disediakan perusahaan bagi 

karyawan dan keluarga. Tujuannya adalah untuk memelihara dan meningkatkan 

semangat dan produktivitas kerja yang dilaksanakan melalui program 

kesejahteraan sosial. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah 

suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan 

rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan 

kerja yang aman dan sehat.    

 Menurut Sadili (2006), tujuan pemberian remunerasi antara lain sebagai 

berikut: 

1) Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi  

Pegawai menerima kompensasi atau remunerasi berupa gaji, upah, atau 

bentuk lain adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 

2) Menunjukkan Keseimbangan dan Keadilan 

Ini berarti pemberian remunerasi berhubungan dengan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh pegawai pada jabatan yang ia duduki, sehingga 

tercipta keseimbangan antara input dan output. 

3) Meningkatkan Produktivitas Kerja  

Pemberian Kompensasi yang makin baik akan dapat mendorong pegawai 

bekerja lebih produktif. 
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Tujuan pemberian remunerasi yang diungkap diatas cukup menjelaskan 

bahwa pemberian remunerasi dalam suatu instansi atau organisasi bertujuan untuk 

memotivasi pegawai dalam bekerja. Kebijakan pemberian remunerasi merupakan 

bagian dari usaha reformasi birokrasi yang digagas pemerintah untuk 

meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil. 

Agar pemberian kompensasi dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas, 

maka menurut Malayu S.P. Hasibuan (2011: 122)  program kompensasi (balas 

jasa) harus ditetapkan atas azas: 

1. Azas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap pegawai harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, 

tanggung jawab, jabatan pekerja dan memenuhi persyaratan internal 

konsistensi. Jadi adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan 

menerima kompensasi yang sama besarnya.  

2. Azas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima pegawai harus dapat memenuhi 

kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Besarannya juga harus 

mengacu pada konsistensi eksternal yang berlaku. 

c. Aspek Remunerasi 

 Menurut Mohammad dalam Harry Irza (2012), aspek dasar sistem 

remunerasi mencakup tiga sistem yaitu: 
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1. External equity 

External Equity atau keadilan eksternal dalam arti keadilan imbalan yang 

diterima pegawai dalam suatu instansi dibandingkan dengan instansi lain 

yang memiliki kesetaraan. 

2. Internal Equity 

Internal Equity atau keadilan internal dalam arti adanya keadilan antara 

bobot pekerjaan dengan imbalan yang diterima dalam sebuah instansi. 

3. Individual Equity 

Individual equity atau keadilan individual dalam arti apa yang diterima 

oleh pegawai harus setara dengan apa yang diberikan oleh pegawai 

terhadap instansi. 

 Remunerasi yang diberikan kepada pegawai diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pegawai sehingga pegawai dapat memberikan kontribusi yang besar bagi 

instansi tempatnya bekerja. Kontribusi yang diberikan oleh pegawai ini berguna 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Kinerja Pegawai 

a. Pengertian Kinerja Pegawai 

 Secara umum kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat 

kesuksesan/keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut 

Mangkunegara (2009:67), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sejalan dengan pengertian kinerja  
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diatas, Prawirosentono (1999) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai moral dan etika. 

 Dalam Prawirosentono (1999) juga dijelaskan bahwa kinerja seseorang 

akan baik bila individu tersebut mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, bersedia 

bekerja karena gaji atau upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian dan 

mempunyai harapan (expectation) masa depan yang lebih baik. Kinerja pegawai 

adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi 

kepada institusi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok menjadi 

pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.    

 Setiap PNS harus melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara 

yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara pasal 23, yaitu: a) setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, b) menjaga persatuan 

dan kesatuan bangsa, c) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat 

pemerintah yang berwenang, d) menaati ketentuan peraturan perundang-

undangan, e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab, f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam 

sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun 

diluar kedinasan, g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 
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rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan h) 

bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI. 

Dalam hal ini, pelaksanaan tugas merupakan aspek terpenting yang harus 

diperhatikan, yaitu dapat dilihat dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dalam 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja PNS, dijelaskan bahwa SKP merupakan rencana kerja 

dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Capaian SKP ini merupakan salah 

satu komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja pegawai. 

 Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan dalam 

melaksanakan tugasnya. Jadi kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap 

jalannya organisasi pemerintahan di tempat pegawai tersebut bekerja. Kinerja 

pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi atau meningkatkan prestasi 

organisasi sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai.   

 Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

pegawai adalah hasil kerja yang dicapai seorang pegawai dalam sebuah organisasi 

guna mencapai tujuan organisasi. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Mangkunegara (2009:67-68) mengatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi 

(motivation); 
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1) Faktor kemampuan (ability) 

Secara psikologis faktor ini terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality (knowledge+skill). Dimana pegawai yang memiliki IQ 

diatas rata-rata, dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan 

terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih 

mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

2) Faktor motivasi (motivation)  

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

 Menurut Harbani Pasolong (2010:186), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai adalah sebagai berikut : 

a) Kemampuan, yaitu kemampuan dalam suatu bidang yang dipengaruhi oleh 

bakat, intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi dan minat. 

b) Kemauan, yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

untuk tujuan organisasi. 

c) Energi, yaitu sumber kekuatan dari dalam diri seseorang. Dengan adanya 

energi, seseorang mampu merespon dan bereaksi terhadap apapun yang 

dibutuhkan, tanpa berpikir panjang atau perhatian secara sadar sehingga 

ketajaman mental serta konsentrasi dalam mengelola pekerjaan menjadi 

lebih tinggi. 
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d) Teknologi, yaitu penerapan pengetahuan yang ada untuk mempermudah 

dalam melakukan pekerjaan. 

e) Kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa 

atas kinerja yang bermanfaat baginya. 

f) Kejelasan tujuan, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh pegawai. Tujuan ini 

harus jelas agar pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat terarah dan 

berjalan lebih efektif dan efisien. 

g) Keamanan, yaitu kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada 

umumnya seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaannya, 

akan berpengaruh kepada kinerjanya. 

c. Indikator Kinerja  

Berkaitan dengan kinerja yang hendak diteliti dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa pendapat ahli untuk memahami indikator kinerja ini. 

Diantaranya pendapat Ranupandojo & Husnan dalam Ardansyah dan Wasilawati 

(2014), yang mengemukakan faktor-faktor kinerja yang perlu dinilai adalah 

sebagai berikut:  

1. Kuantitas Kerja, banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang 

ada yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat 

pekerjaan dapat diselesaikan. 

2. Kualitas kerja, mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang 

ditetapkan. Biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, 

kebersihan hasil kerja. 
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3. Keandalan, dapat atau tidaknya karyawan diandalkan adalah kemampuan 

memenuhi atau mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan dan kerja 

sama. 

4. Kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan korektif, 

memberikan saransaran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab 

menyelesaikan.  

5. Kerajinan, kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan juga 

yang bersifat rutin. 

6. Sikap, perilaku karyawan terhadap perusahaan atau atasan atau teman 

kerja. 

7. Kehadiran, keberadaan karyawan di tempat kerja untuk bekerja sesuai 

dengan waktu/jam kerja yang telah ditentukan. 

Selain itu, menurut Robbins (2006:260) ukuran kinerja dapat dinyatakan 

dalam bentuk : 

1. Kualitas. Kualitas kerja merupakan kesempurnaan tugas yang dihasilkan 

pegawai terhadap keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

pegawai tersebut.  

2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

mutu.  

3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat kesesuaian penyelesaian tugas 

dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan 

untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada 

pekerjaan yang lain. 
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4. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

5. Kemandirian. Merupakan tingkat dimana seorang pegawai yang nantinya 

akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. 

6. Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana pegawai mempunyai 

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap 

instansi. 

Selain pendapat di atas juga dilihat pendapat yang disampaikan oleh 

Anwar Prabu Mangkunegara (2009 : 75) yang memberikan pendapat tentang  

indikator kinerja, yaitu : 

1) Kualitas Kerja 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang pegawai mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan. 

2) Kuantitas Kerja 

Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai. 

3) Pelaksanaan tugas 

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh pegawai mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. 

4) Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan instansi. 
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka indikator kinerja yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dipaparkan oleh 

Robbins. Dari ke enam indikator tersebut peneliti hanya menggunakan empat 

indikator yang terdiri dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efektivitas. 

Peneliti hanya memilih empat indikator karena ini relevan dengan tujuan 

penelitian dan dapat diamati serta dapat diukur.  

Dalam penelitian yang dilakukan Aldri Frinaldi (2015) menjelaskan 

indikator kinerja terhadap PNS berkaitan dengan kualitas dan kuantitas yaitu: 

1) Kualitas 

Berhubungan dengan tingkat kemampuan yang dicapai secara bermutu 

tinggi, dan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh PNS. 

2) Kualitas 

Kemampuan PNS menyelesaikan suatu pekerjaan yang diukur dari 

kecepatan dan ketepatan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional 

(SOP) yang berlaku. 

Selain itu indikator diatas, Aldri Frinaldi (2014) juga menjelaskan tentang 

indikator kinerja yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan efektivitas yaitu: 

1) Ketepatan Waktu 

Kemampuan penyelesaian tugas dengan segera, akurat sesuai dengan 

rentang waktu dalam SOP. 

2) Efektivitas 
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Kemampuan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pegawai yang 

direflesikan dalam bentuk penampilan fisik yang meliputi cara dalam 

berkomunikasi, kesopanan dan pemahaman ilmu pengetahuan yang 

berkaita dengan sarana dan prasarana yang digunakannya.  

Dengan diperkuat oleh penjelasan Aldri Frinaldi tentang indikator kinerja 

diatas, maka peneliti semakin yakin untuk menggunakan keempat indikator 

tersebut dalam penelitian ini karena sangat relevan dengan tujuan penelitian. 

d.  Penilaian Kinerja 

 Aspek penting yang perlu diperhatikan suatu organisasi (organisasi 

pemerintahan maupun swasta) adalah kondisi kinerja pegawai yang terdapat di 

dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi kinerja 

pegawai tersebut perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang 

dimiliki organisasi. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

1 Tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian prestasi Kerja PNS merupakan suatu 

proses penilaian secara sistematis yang dilakukan  oleh Pejabat Penilai  terhadap  

sasaran  kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Penilaian prestasi kerja PNS 

dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja PNS, yang dapat memberi petunjuk bagi 

pejabat yang berkepentingan  dalam  rangka mengevaluasi kinerja unit dan 

organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar 

pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier PNS, yang 

berkaitan dengan: 
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a) Bidang Pekerjaan 

Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 

dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia 

PNS, serta kegiatan perancangan pekerjaan PNS dalam organisasi. 

b) Bidang Pengangkatan  dan Penempatan 

Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 

dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan PNS dalam jabatan, 

sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. 

c) Bidang Pengembangan 

Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 

pengembangan karier dan pengembangan kemampuan  serta keterampilan 

PNS yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan 

pelatihan dalam organisasi. 

d) Bidang Penghargaan 

Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 

pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi 

dan  lain-lain. 

e) Bidang Disiplin 

Penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan 

kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-

undangan  tentang disiplin PNS. 
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B. Kerangka Konseptual 

 Remunerasi mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kinerja 

pegawai. Penelitian tentang pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai 

tentunya harus didasarkan kepada kerangka berpikir untuk mengetahui bagaimana 

pemberian remunerasi mempengaruhi kinerja pegawai. Kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini dibangun berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan 

diatas. Peneliti tertarik untuk menjadikan remunerasi sebagai variabel bebas yang 

mempengaruhi kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Sumatera Barat.  

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

C. Hipotesis 

Remunerasi merupakan reward dari pemerintah yang diterima oleh 

pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya. Tujuan dari 

pemberian remunerasi kepada pegawai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

pegawai sehingga pegawai termotivasi dalam bekerja. Dengan demikian maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
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1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ha : Pemberian remunerasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja  

pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Sumatera barat. 

2. Hipotesis Nol (H0) 

H0 : Pemberian remunerasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Sumatera barat. 

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menjadikan penelitian sebelumnya 

sebagai bahan masukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

remunerasi dan kinerja pegawai diantaranya adalah: 

1) Pengaruh Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Tuban oleh Anharudin Azi & Fitrotun Niswah (2013) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel remunerasi mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai Kantor pelayanan Pajak Pratama 

Tuban. Kuatnya hubungan antara variabel remunerasi dengan variabel kinerja 

tersebut menunjukkan bahwa remunerasi, yang dalam penelitian ini berupa gaji, 

honorarium, tunjangan, insentif, bonus, pesangon dan pensiun ini merupakan 

salah satu faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Terlebih 

lagi hubungan yang ditimbulkan antara kedua variabel tersebut merupakan 

hubungan yang positif, dimana jika variabel remunerasi meningkat, maka variabel 

kinerja juga akan meningkat. 
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Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel remunerasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Tuban. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 

orang yang merupakan seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Tuban. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear  sederhana. Kaitan 

dengan penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis tentang pengaruh remunerasi 

terhadap kinerja pegawai. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

terletak pada indikator yang digunakan pada masing-masing variabel.  

2) Remunerasi, Motivasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Kantor Pajak di Kota Makassar oleh Misail Palagia, dkk (2012) 

Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa jika remunerasi, motivasi 

dan kepuasan kerja ditingkatkan, maka akan meningkatkan kinerja pegawai pada 

kantor pajak di Kota Makassar. Peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan 

dengan meningkatkan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan karyawan 

sehingga tercipta motivasi dan kepuasan kerja yang baik dalam mendukung 

peningkatan kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota Makassar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Remunerasi, motivasi dan 

kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor pajak di Kota 

Makassar. Remunerasi dapat memberikan tambahan penghasilan kepada setiap 

pegawai, sehingga pegawai lebih konsentrasi dalam bekerja. Remunerasi pegawai 

negeri sipil merupakan suatu hal yang dapat memberikan solusi bagi perbaikan 

kinerja pegawai. 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 

regresi berganda. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 112 
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orang yang terdiri dari 23 orang pada Kantor Wilayah Pajak, 28 orang pada KPP 

Madya Makassar, 19 orang pada KPP Makassar Barat, 22 orang pada KPP 

Makassar Utara, 20 orang pada KPP Makassar Selatan. 

3) Pengaruh Pemberian Remunerasi Terhadap Kinerja Anggota Polri 

Polres Pasaman oleh Roza Gustika (2013) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Remunerasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota Polri Polres Pasaman artinya 

setiap peningkatan Remunerasi akan meningkatkan kinerja dari anggota Polri 

Polres Pasaman. 

Dalam Pemberian Remunerasi dapat mempengaruhi kinerja anggota Polri 

Polres Pasaman sementara dari persamaan Y = 3,753 + 0,076 X ini dapat 

dinyatakan dengan Apabila terjadi peningkatan Remunerasi sebesar satu satuan 

maka akan mengakibatkan kenaikan kinerja sebesar 0,076. Apabila terjadi 

penurunan Remunerasi sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan penurunan 

kinerja sebesar 0,076. Dan apabila Remunerasi diasumsikan nol atau tidak ada 

maka kinerja anggota Polri tetap sebesar konstanta yaitu 3,753. 

Analisis data dilakukan yaitu analisis asumsi klasik dan analisis regresi 

linear sederhana. Responden dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 50 orang.  

4) Pengaruh  Pemberian Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Anak Blitar oleh Sugeng Boedianto (2012) 

Berdasarkan hasil nilai koefisien regresi pada variabel bebas remunerasi 

(X) menunjukkan nilai yang positif terhadap kinerja pegawai pada Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Anak Blitar. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa 

apabila variabel remunerasi (X) mengalami perubahan (meningkat) maka kinerja 
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pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Blitar juga akan berubah 

secara positif (meningkat pula) dimana setiap kenaikan variabel bebas tersebut 

akan juga meningkatkan variabel terikatnya.Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Regresi linear berganda. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil 60 responden. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian remunerasi di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Blitar sangat berpengaruh dan sangat 

signifikan terhadap kinerja pegawainya. Hal ini perlu diteruskan agar capaian visi 

dam misi serta reformasi birokrasi dapat berjalan lancar. 

5) Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen 

Organisasi dan Remunerasi Terhadap Kinerja Karyawan oleh Yunita 

Sari Mustikaningsih & Rini Handayani (2014) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi dan remunerasi terhadap kinerja karyawan 

Optik Pranoto di Surakarta. Remunerasi memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap kinerja karyawan Optik Pranoto di Surakarta di bandingkan dengan gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi dan komitmen organisasi hal ini ditunjukkan 

dengan nilai koefisien regresi terbesar yaitu 0,568. 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 75 karyawan yang merupakan 

karyawan optik Pranoto di Surakarta. Namun hanya 65 kuesioner yang lengkap 

dan dapat diolah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini memiliki 

tujuan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pemberian remunerasi terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera 

Barat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemberian remunerasi kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Sumatera Barat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square yang dihasilkan sebesar 

0.463, yang artinya bahwa 46,3%  nilai dari kinerja pegawai pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dipengaruhi oleh pemberian 

remunerasi yang terdiri dari azas adil, dan azas layak dan wajar. Sedangkan sisanya  

53,7% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel remunerasi.  

B. Saran 

Dengan adanya pemberian remunerasi ini diharapkan agar pegawai yang 

bersangkutan (yang menerima remunerasi) dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik, karena tujuan dari pemberian remunerasi itu sendiri salah 

satunya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai agar termotivasi untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. Agar pegawai dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan baik, maka pimpinan kantor perlu memperhatikan nilai remunerasi, apakah
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pemberian hak-hak kepada pegawai sudah dilakukan secara baik, yaitu pemberian 

remunerasi secara adil, serta layak dan wajar. Contonya yaitu pemberian 

remunerasi harus sesuai dengan beban kerja masing-masing pegawai, agar 

pegawai merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. 
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